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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya
konflik tanah pusako di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis nilai-
nilai proses penyelesaian konflik tanah pusako oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari
Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif. Informan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data dan sumber data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan
sumbernya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder melalui wawancara
dan dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik member
check dan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan adalah dengan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako adalah hak milik
tanah yang dilakukan secara sepihak oleh anggota suku Sikumbang dalam pengelolaan
tanah tersebut pihak yang mengelola tidak meminta izin kepada penghulu suku sehingga
pihak yang lain merasa pihak yang mendiami tanah tersebut yang mempunyai hak milik
atas tanah. Proses penyelesaian konflik tanah pusako diselesaikan terlebih dahulu oleh
seorang mamak, jika tidak dapat diselesaikan oleh mamak, maka lanjut diselesaikan oleh
penghulu suku, bila kedua pihak tidak menemukan kata mufakat, maka masalah itu
akan diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
Kata Kunci: konflik, tanah pusako, KAN

ABSTRACT

This study aims to identify the factors causing the occurrence of ancestral land
conflicts in Nagari Tapan, Pesisir Selatan Regency, and to analyze the values of the
process of resolving ancestral land conflicts by the Nagari Customary Council in Nagari
Tapan, Pesisir Selatan Regency. This study is a qualitative study with a descriptive
method. The informants in the study that the author conducted used purposive sampling
techniques. The types of data and data sources that the author used in this study were
primary data and secondary data, while the sources were primary data sources and
secondary data sources through interviews and documentation. The validity test of the
research data was using the member check technique and source triangulation
technique. The data analysis carried out was by data reduction, data presentation, and
drawing conclusions. The results of this study indicate that the factors causing the
occurrence of ancestral land conflicts are land ownership rights carried out unilaterally
by members of the Sikumbang tribe in managing the land, the party managing it did not

Received: Dec 31 2024 Revised: Jan 09 2025 Accepted: Jan 14 2025




Page |171

Jurnal Ideologi dan Konstitusi

Volume 4 No 2 2024

Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

ask permission from the tribal chief so that other parties felt that the party inhabiting the
land had ownership rights to the land. The process of resolving the ancestral land conflict
is resolved first by a mamak, if it cannot be resolved by the mamak, then it will be
resolved by the tribal chief, if both parties do not find a consensus, then the problem will
be resolved by the Nagari Customary Council Institution.

Keywords: conflict, ancestral land, KAN

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024
by author.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia
hidup melakukan setiap aktivitas diatas tanah dan manusia selalu berhubungan
dengan tanah bahkan manusia meninggal pun membutuhkan tanah wuntuk
penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang
akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Menurut Dt. Marajo Nasrun
(2010:269) mengatakan bahwa Harta pusaka dalam Minangkabau dikelompokkan
menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa
tanah merupakan harta yang telah diwariskan secara turun temurun oleh sebuah
kaum dan yang berhak atas harta pusaka tinggi ini adalah orang-orang yang segaris
keturunan ibu atau disebut dengan orang yang sekaum keturunan dimana harta
pusaka tinggi menjadi hak bersama, tetapi mereka hanya memperoleh hak pakai dan
bukan merupakan hak milik. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang
diperoleh seseorang berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga
berdasarkan pencahariannya sendiri.

Berdasarkan tinjauan konseptual dalam menyelesaikan suatu sengketa adat
mengenai harta pusako tinggi khususnya tanah pusako, masyarakat Minangkabau
dapat menyelesaikannya melalui sebuah Lembaga yang Bernama Kerapatan Adat
Nagari atau disingkat KAN. Kerapatan Adat Nagari dapat menyelesaikan sengketa
diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa
adat yang terjadi. Dalam pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-
pokok pemerintahan nagari dijelaskan bahwa KAN adalah Lembaga kerapatan dari
ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan
berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan
pusako. Lembaga adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako
menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk perdamaian.
Jika tidak tercapai penyelesaian sebagaimana semestinya, maka pihak-pihak yang
bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.
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METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran
secara menyeluruh terkait penyelesaian terjadinya konflik tanah pusako di Nagari
Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis nilai-nilai proses penyelesaian
konflik tanah pusako oleh KAN Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan
peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena di daerah ini tedapat konflik tanah
pusako antara Suku Sikumbang sehingga melibatkan lembaga kerapatan adat nagari.
Adapun yang menjadi informan penelitian ini terdiri dari wali nagari, orang ketua
KAN, sekretaris KAN, niniak mamak suku Sikumbang, penghulu suku Sikumbang,
pihak yang berkonflik dengan mamak, dan 3 orang yang berkonflik dengan pihak
keponakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua tekhik, pertama
dengan wawancara untuk menggali informasi dari kedua pihak penggugat. Kedua
observasi yang dilakukan secara langsung dan bebas untuk mengamati penyelesaian
konflik. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan dan
memaknai data dan infomasi yang diperoleh untuk menggambarkan penyelesaian
konflik tanah pusako oleh KAN di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako

Konflik adalah perbedaan pikiran, pandangan serta kepentingan seorang
individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya. Konflik
juga menjelaskan penyerangan terhadap fisik dan moral. Dari hasil temuan peneliti
diatas bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako di Nagari
Tapan adalah Pertama, sistem kewarisan yang tidak jelas. Tidak jelasnya sistem
pewarisan dalam keluarga menjadi penyebab yang dapat memicu terjadinya konflik
tanah pusako. Konflik ini dapat terjadi karena kurangnya penjelasan tentang
pembagian harta warisan dari ahliwaris kepada pewarisnya. Kedua, Tanah yang terlalu
lama ditinggalkan. Konflik tanah pusako ini disebabkan karena tanah yang terlalu lama
ditinggalkan oleh pihak Alimin Azian. Semasa pihak mamak dan kemenakan masih
hidup, tanah ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan kedudukan atas tanah
tersebut. Kepemilikan harta pusako ini muncul setelah pihak Alimin meninggalkan
tanah tersebut untuk merantau.
Proses penyelesaian konflik tanah pusako

Harley (2020) mendefinisikan mediasi sebagai proses penemuan terstruktur,
berorientasi jangka pendek yang mana pihak berselisih bekerja dengan pihak ketiga
yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Menurut
Abdurrasyid (2020) mediasi merupakan suatu proses damai yang mana para pihak
menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator yaitu seseorang yang mengatur
pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa
biaya besar namun efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa, selain into mediator juga sebagai pendamping dan penasehat. Upaya
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pertama Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida,
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Azizah dan pihak kedua Afrizal, Nurlis Jubir, Lizwarni Jubir diselesaikan dengan cara
kekeluargaan. Pada penyelesaian pertama ini dilakukan dirumah mamak Onggon
dengan membicarakan tentang ganti kerugian pembangunan yang telah dibangun oleh
pihak Afrizal yang harus dibayar oleh Alimin Azian sebanyak Rp.350.000.000 agar
pihak Alimin Azian bisa menghuni rumah itu lagi, akan tetapi pihak Alimin tidak
menyanggupi persyaratan tersebut, sehingga proses penyelesaian berlanjt
diseleseaikan oleh Ninik Mamak. Pada proses penyelesaian oleh Ninik Mamak
pertemuan antara keduanya membicarakan agar pihak Afrizal mengosongkan rumah
tanah Pusako dan mempersilahkan pihak Alimin Azian untuk tinggal rumah tersebut
akan tetapi pihak Afrizal tidak mau begitu saja memberi rumah yang telah dia renovasi
dengan uang pribadinya sendiri kepada pihak Alimin, pihak Afrizal juga meminta uang
ganti rugi sekali lagi kepada pihak Alimin sebesar RP.150.000.000, tetapi pihak Alimin
Azian juga tidak menyanggupi permintaan tersebut, kemudian berlanjut kepada
penghulu suku.

Upaya penyelesaian tersebut tidak menghasilkan perdamaian antara pihak
Alimin Azian dan pihak Afrizal, karena Alimin Azian merasa pihak Afrizal juga tidak
berhak atas semua tanah tersebut sebab tanah pusako itu milik kaumnya. Maka Alimin
Azian melaporkan saudara sesukunya Afrizal secara Adat di Lembaga Kerapatan Adat
Nagari selaku pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa konflik tanah pusako
didaerah tersebut. Proses penyelesaian tanah Pusako oleh KAN saat itu dipimpin oleh
bapak Agusli selaku Ketua KAN yang menyimpulkan beberapa hal terhadap objek
sengketa tanah pusako, diantaranya untuk tanah harta pusako yang berada di Pasar
Tapan yang terdiri dari 1 unit rumah gadang dan 2 unit ruko akan di bagi sesuai
dengan haknya masing-masing. Satu unit rumah gadang yang terdapat di atas tanah
sengketa itu akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak Alimin Azian dengan
pertimbangan bahwa rumah tersebut tidak boleh diubah buntuknya secara fisik demi
untuk menjaga keaslian bentuk rumah gadang. Untuk 2 unit ruko yang terdapat di
tanah sengketa itu diserahkan pengelolaannya kepada pihak Afrisal, dengan
pertimbangan bahwa pihak Afrisal yang membangun ruko tersebut dan pihak Afrisal
tidak boleh menjual atau menggadaikan ruko tersebut kepada pihak lain tanpa
sepengetauan kaum suku Sikumbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hubungan dengan
sengketa harta pusako tinggi diantaranya terjadinya konflik tanah pusako adalah
penguasaan tanah yang dilakukan sepihak saja oleh anggota suku Sikumbang. Dalam
pengolahan tanah tersebut pihak yang mengelola tidak meminta izin kepada penghulu
sukunya sehingga pihak yang lain merasa pihak yang mendiami tanah tersebut yang
mempunyai hak penuh atas tanah tersebut. Padahal tanah pusako tersebut merupakan
milik bersama dari anggota sesukunya. Perkara konflik tanah pusako diselesaikan
terlebih dahulu oleh seorang mamak yang disebut mamak kepala waris, jika tidak
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dapat diselesaikan oleh mamak kepala waris, maka konflik itu akan diselesaikan oleh
penghulu sebuah paruik. Bila kedua belah pihak tidak tercapai kata sepakat, atau salah

satu pihak merasa kurang puas, di sinilah masalah itu akan diselesaikan oleh lembaga
Kerapatan Adat Nagari.
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